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ABSTRAK 

 

Dalam Undang Undang Dasar 1945 presiden dibantu oleh menteri menteri dan Undang 

undang yang mengatur tentang kementerian negara dijelakan melalui Undang Undang Nomor 

38 Tahun 2008 dan kini berubah menjadi Undang undang Nomor 61 Tahun 2024 di mana 

permasalahan dari perubahan undang undang ini adalah penghapusan jumlah batas maksimal 

kementerian pada pasal 15 dan pada masa kabinet merah putih kementerian mengalami 
penambahan jumlah kemenetrian cukup besar hal ini menimbulkan problematik tentang 

bagaimana ratio legis penyusunan Undang undang Nomor 61 Tahun 2024 dan bagaimana 

analisis penambahann jumlah kementerian Undang Undang Nomor 61 Tahun 2024 dalam 

prespektif good governance serta adakah politik hukum dalam penambahan kementerian 

tersebut, sehingga penulis menganalisis dengan jenis penelitian hukum normatif (normative 

legal research) dengan beberapa pendekatan seperti Statuta Approach, Historical Approach, 

dan Comperative Approach serta bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier sehingga 

mendapatkan hasil bahwa Ratio Legis atau latar belakang pemebntukan atau perubahan 

peraturan perundang-undangan tentang kementerian menjadi suatu pertanyaan yang perlu 

dibahas di mana tahapan dalam perubahan undang-undang harus sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 lalu apa tujuan dari perubahan Undang-undang kementerian 

nomor 39 Tahun 2008 yang kini berubah menjdai Undang-undang  Nomor 61 Tahun 2024 
semua itu dapat dilihat dari naskah akademik kementerian di mana memuat ratio legis 

perubahan Undang Undang kementerian dilihat dari filososfi, Sosiologis dan yuridis. Dalam 

landasan filosofis menyebutkan bahwa di mana presiden dibantu oleh menteri dan 

penambahan menteri ini dapat mempercepat dan memperlancar kerja sesuai dengan target dan 

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam landasan sosiologis menyatakan bahwa 

indonesia luas dan majemuk maka untuk mempercepat pelayanan maka perlunya penambahan 

kementerian dan secara yuridis menyatakan bahwa karena adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi. Sedangkan menurut perspektif good governance kurangnya penerapan prinsip-

prinsip dalam kementerian sebagai contoh APBN setiap presiden dalam satu tahun pertama 

menjadi presiden menyatakan tahun 2025 merupakan anagaran tertinggi dan bertentangan 

dengan Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi negara. 

Keyword : Kementerian, ratio legis, Good Governance, dan politik hukum 
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ABSTRACT 

 

In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the President is assisted by ministers, 

and the law governing state ministries was initially regulated under Law Number 38 of 2008, 

which has now been amended into Law Number 61 of 2024. The main issue arising from this 

amendment is the removal of the maximum limit on the number of ministries as stipulated in 

Article 15. During the Red and White Cabinet era, there was a significant increase in the 
number of ministries, which raises several legal issues, particularly concerning the ratio legis 

behind the enactment of Law Number 61 of 2024, the analysis of the increase in the number 

of ministries from the perspective of good governance, and whether there is a legal–political 

dimension (politics of law) behind the addition of these ministries. Therefore, this study 

employs normative legal research using several approaches, including the Statutory 

Approach, Historical Approach, and Comparative Approach, supported by primary, 

secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the ratio legis, or the 

background and rationale for the formation or amendment of legislation concerning state 

ministries, remains a crucial issue that requires further discussion. The stages of amending 

legislation must comply with Law Number 12 of 2011. Furthermore, the objectives of 

amending Law Number 39 of 2008, which has now been changed into Law Number 61 of 

2024, can be identified through the academic manuscript (naskah akademik) of the Ministry, 
which outlines the ratio legis of the amendment from philosophical, sociological, and juridical 

perspectives. From a philosophical standpoint, it is stated that the President is assisted by 

ministers, and the addition of ministers is intended to accelerate and facilitate governmental 

performance in accordance with predetermined targets and timelines. From a sociological 

perspective, Indonesia’s vast and pluralistic nature necessitates the addition of ministries in 

order to improve and accelerate public services. Juridically, the amendment is justified by the 

existence of a Constitutional Court decision. However, from the perspective of good 

governance, there is a lack of implementation of governance principles within ministries. For 

example, the State Budget (APBN) in the first year of a presidential term, namely in 2025, is 

declared to be the highest budget allocation, which contradicts Presidential Instruction 

Number 1 of 2025 concerning state efficiency. 

Keywords: Ministries, ratio legis, Good Governance, legal politics 
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